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KATA PENGANTAR 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi 

Maluku  Tahun Anggaran 2021 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabitas Kinerja Instansi 

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku atas penggunaan 

anggaran. Didalamnya tertuang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan 

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

LKIP ini disusun sebagai perwujudan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dan pelaksanaan program dan 

kegiatan pada Tahun 2021 yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur 

dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan 

harapan bahwa LKIP ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama 

satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan 

efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi 

pelaksanaannya.  

Dalam Penyusunan LKIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu 

segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun 

berikutnya. Semoga LKIP ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. 

Ambon,       Maret 2022 
 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

PROVINSI MALUKU, 

 
 

 
Drs. TITUS F. L. RENWARIN, M. Si 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19710924 199101 1 003   
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi Satuan 

Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai 

tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur 

dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara bedaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.   

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam 

menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan 

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta Visi dan Misi Organisasi dan 

untuk mengetahui sejauh mana hasil akhir (Evaluasi) kinerja Dinas dengan TUPOKSI 

dan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.   

Adapun materi pokok pada laporan ini merupakan informasi mengenai capaian  

kinerja yang harus dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan tugas Dinas selama 

kurun waktu 1 (satu) tahun, hal tersebut dituangkan dalam Pengukuran Kinerja yang 

meliputi Capaian Indikator Kinerja Utama, Evaluasi dan Analisa Pencapaian Kinerja 

Program dan Kegiatan Tahun 2021.  

Melalui LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2021 ini 

diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai 

dengan tujuan dan sasaran strategis serta dapat menjadi indikator bagaimana Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku berperan dalam mendukung 

pembangunan Daerah dan masyarakat Provinsi Maluku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Semangat    reformasi  telah  mewarnai  pendayagunaan  aparatur  negara  

dengan  tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung 

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip Good 

Governance.   Agar Good  Governance menjadi  kenyataan  dan  sukses,  

dibutuhkan  komitmen  dari  semua pihak,  pemerintah  dan  masyarakat. Good  

Governance yang  efektif  menuntut  adanya  koordinasi  yang  baik, terintegritas 

dan profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi. 

Terselenggaranya Good   Governance merupakan   prasyarat   bagi   setiap   

pemerintahan   untuk mewujudkan  aspirasi  masyarakat dan  mencapai  tujuan  

serta  cita-cita  bangsa  bernegara.  Dalam  rangka  itu diperlukan  pengembangan  

dan  penerapan  sistem  pertanggungjawaban  yang  tepat,  jelas,  terukur,  dan 

legitimate sehingga   penyelenggaraan   pemerintahan   dan   pembangunan   

dapat   berlangsung   secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk   

mewujudkan   kepemerintahan   yang   baik   diperlukan   suatu   sistem   yang   

dapat   menunjang pelaksanaannya,  sistem  tersebut  dikenal  dengan  

Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang  diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

terdiri dari tahapan perencanaan strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjan 

Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja 

 

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas 

manajerial pada tiap tingkatan dalam  organisasi  yang  bertujuan  untuk  

pelaksanaan  kegiatan  pada  tiap  bagian.  Masing-masing  individu pada   jajaran   

aparatur   bertanggungjawab   atas   setiap   kegiatan   yang   dilaksanakan   pada   
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bagiannya.  Akuntabilitas    didefinisikan    sebagai    suatu    perwujudan    

kewajiban    untuk    mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  

pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik. Dalam  dunia  birokrasi,  akuntabilitas  suatu  

instansi  pemerintah  itu  merupakan perwujudan  kewajiban instansi pemerintah 

untuk mempertangungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi, tujuan dan 

sasaran dari instansi yang bersangkutan.  

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2021 

didasari oleh Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang  Penyelenggaran  

Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  serta 

Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  yang  mewajibkan  setiap  Instansi  

Pemerintah  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  negara  untuk  

mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas  pokok   dan fungsinya  serta  

kewenangan  mengelola  sumber  daya  yang  dimilikinya.  Pertanggungjawaban  

tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). 

Sehubungan dengan hal tersebut,  maka Dinas  Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 atas 

pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.  

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi 
 

1. Tugas 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor : 26 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi Maluku pada BAB II Bagian Ketiga belas, Paragraf 1 Pasal 

39ayat 1 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku 

mempunyai tugas “ Membantu Gubernur Maluku dalam Melaksanakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang 
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Persandian serta Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah 

Provinsi”. 

 

2. Fungsi 

Dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016, 

Dinas  Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumuskan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang 

Persandian dan Bidang Statistik; 

2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang 

Persandian dan Bidang Statistik; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika, 

Bidang Persandian dan Bidang Statistik; 

4. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang 

Persandian dan Bidang Statistik; 

5. Pembinaan Unit Pelaksana teknis dinas; 

6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 

7. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
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3. Susunan Organisasi 
 
 

 
 
 
 Gambar 1.1  

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku 

 

Menurut Bab II Bagian Ketiga belas pasal 40 Peraturan Gubernur Maluku 

Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Provinsi Malukui disebutkan 

bahwa susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku 

terdiri dari: 
 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, terdiri dari 

1) Sub Bagian Kepagawaian dan Umum 

2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari : 

1) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik 

2) Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik. 
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d. Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika), terdiri dari : 

1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi e-Government 

2) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government 

e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, terdiri dari : 

1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik. 

2) Seksi Media Publik dan Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi 

f. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, terdiri dari : 

1) Seksi Keamanan Informasi 

2) Seksi Tata Kelola Persandian. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional  

 

Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan pembangunan informasi dan 

komunikasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku di dukung  

oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 43 orang ditambah 26 

orang tenaga kontrak. Keadaan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku secara singkat dapat dikemukakan data Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) sebagai berikut : 

 
 

 Komposisi Status Kepegawaian :  

 
 

Tabel 1.1 
Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian 

 

No. Status Kepegawaian Jumlah Prosentase 

1 PNS 43 orang (62 %) 

2 Kontrak 26 orang (38 %) 

 Jumlah  69 orang  (100 %) 
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 Komposisi Jabatan PNS  
 

Tabel 1.2 
 Komposisi Jabatan PNS  

 

No. Jabatan PNS Jumlah Prosentase 

1 Jabatan Struktural 15 orang (35 %) 

2 Jabatan Fungsional Tertentu - - 

 Pranata Humas Tk. Ahli :  - - 

 Pranata Humas Pertama - - 

 Pranata Humas Muda - - 

 Pranata Humas Madya - - 

 Pranata Humas Tk. Terampil : - - 

 Pranata Humas Penyelia - - 

 Pranata Humas Pelaksana 
Lanjutan 

- - 

 Pranata Humas Pelaksana - - 

 Pranata Humas Pelaksana 
Pemula 

- - 

3 Jabatan Fungsional Umum 28 orang (65 %) 

 Jumlah  43 orang (100 %) 

 

 Komposisi Eselon PNS : 

 
Tabel 1.3 

 Komposisi Eselon PNS  
 

No. Eselon PNS Jumlah Prosentase 

1 Eselon II.a 1 orang (2 %) 

2 Eselon III.a 4 orang (9 %) 

3 Eselon IV.a 10 orang  (23 %) 

4 Staf 28 orang ( 66 %) 

 Jumlah  43 orang (100 %) 
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 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang  
 

Tabel 1.4  
Komposisi Jumlah  Pegawai Berdasarkan unit dan Golongan Ruang 

NO URAIAN 
GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV TOTAL 

A B C D ∑ A B C D ∑ A B C D ∑ A B C D ∑  

1 Kepala Dinas                   1 1 1 

2 Sekretariat     0   1 2 3 2 5 2 3 12  1   1 16 

3 
Bidang Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publik 

    0       2 1 1 4 1  1  2 6 

4 
Bidang Layanan Komunikasi dan 
Informatika 

    0    1 1 2 3  2 7 1    1 9 

5 Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika)     0       1 2 1 4 1    1 5 

6 
Bidang Keamanan Informasi dan 
Persandian 

    0       1 1 3 5  1   1 6 

7 Fungsional      0                 

  Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 12 6 10 32 3 2 1 1 7 43 
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 Komposisi Pendidikan PNS : 
 

Tabel 1.5  
Komposisi Pendidikan PNS 

 

No. Pendidikan PNS Jumlah Prosentase 

1 SD - (0 %) 

2 SLTP - (0 %) 

3 SLTA 12 orang (28 %) 

4 D III        1 orang (2 %) 

5 S1        20 orang (47 %) 

6 S2 10 orang (23 %) 

 Jumlah  43 orang (100 %) 

 
 

 Komposisi Umur PNS  
 

Tabel 1.6   
Komposisi Umur PNS 

 

No. Umur PNS Jumlah Prosentase 

1 < 25 th -  

2 25 – 30 th -  

3 31 – 40 th 11 orang (25.5 %) 

4 41 – 50 th 15 orang  (35 %) 

5 51 – 55 th 11 orang (25.5 %) 

6 > 56 th 6 orang (14 %) 

 Jumlah  43 orang (100%) 
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 Komposisi Data Pegawai Menurut Gender  

 
Tabel 1.7  

Komposisi Data Pegawai Menurut Gender 
 

No. Pegawai Menurut Gender Jumlah Prosentase 

1 Laki-laki 14 orang  (33 %) 

2 Perempuan 29 orang (67 %) 

 Jumlah  43 orang (100 %) 

 

C. Maksud Dan Tujuan 
 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi pemerintah 

menuju tercapainya kepemerintahan yang baik, maka Dinas  Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku sebagai salah satu  Satuan Kerja  Perangkat Daerah, 

memiliki komitmen akan hal ini sebagaimana tercermin dalam setiap tindakan untuk 

selalu membuka diri (transparance) atas setiap informasi program/kegiatan yang 

dilaksanakan. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas  

Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2021 merupakan salah satu 

komitmen pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan 

Provinsi Maluku yang bersih, berwibawa, legitimate, bertanggung jawab. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian LKIP Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2021 memiliki maksud dan tujuan sebagai 

berikut : 

 

1. Maksud  

Maksud penyampaian LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku  

Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran kepada semua stakeholder 

(khususnya kepada Gubernur Maluku beserta perangkat daerah lainya dan 

instansi penilai akuntabilitas) tentang capain kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku  yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun 
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kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangan pelaksanaan 

program/kegiatan selama Tahun 2021. 

 

2. Tujuan 

1. Untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan serta kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategi dan rencana kinerja sasaran 

dan program/kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku selama Tahun 2021. 

2. Untuk mengetahui masalah ataupun hambatan yang dihadapi Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku atas pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi serta analisa penanggulangannya selama Tahun 2021. 

D. Isu Strategis 

 

Isu – isu strategis yang dihadapi  Dinas Kominfo  : 

1. Penerapan SPBE belum terintegrasi 

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi 

pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, 

pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara 

cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam 

proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi 

dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat.  Saat ini penerapan SPBE belum terintegrasi 

untuk seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Oleh karena itu, perlu 

dibangun dan didorong agar implementasi SPBE dapat berjalan sesuai 

substansinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumber 

daya manusia. 

2. Pemanfaatan Jaringan TIK dan Komunikasi yang terintegrasi. 

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, dengan akurasi data dan 

terjamin keamanan informasi merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari. 

SPBE menjawab tuntuntan dengan terintegrasinya sisten elektronik lintas 
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OPD. Dikelola OPD masing-masing untuk itu perlu upaya bersama dalam 

menerapkan SPBE secara tepat. 

3. Pengelolaan Data Statistik Sektoral 

Dengan adanya UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas 

Komunikasi dan Informatika mendapat tambahan urusan statistik dan 

persandian. Untuk Pengelolaan Data Statistik Sektoral merupakan urusan 

baru, Data Sektoral merupakan produk dari administrasi setiap OPD yang bisa 

digali, dikumpulkan, dianalisa dan dievaluasi yang hasilnya berupa informasi 

untuk perencanaan /pengambilan keputusan.  

Agar terwujud layanan informasi yang akurat dan akuntabel melalui analisis 

data sektoral perlu dilakukan pemetaan data yang ada di OPD Pemerintah 

Provinsi Maluku. Pemetaan data akan menghasilkan jenis dan jumlah data 

masing-masing OPD yang dapat memberi gambaran tentang upaya dan hasil 

pencapaian target kinerjanya. 

4. Keterbukaan Informasi Publik  

Keterbukaan Informasi Publik belum terlaksana secara terstruktur sesuai 

amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, menjadi wajib dalam menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa. tantangan besar bagi jajaran 

pemerintah untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya 

bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

5.  Kelembagaan yang belum mengakomodir Norma, Standart, Prosedur dan 

Kriteria (NSPK) Bidang Statistik 

6. Ketersediaan dan Pengembangan SDM belum menunjang Tupoksi. 

7.  Pandemi Covid-19 mengakibatkan terbatasnya aktivitas/kinerja PNS yang 

menghambat berjalannya program dan kegiatan. 
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E. Sistematika Penyajian 

 

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 

2021, sistematikanya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku Tahun 2021 sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN. 

Bab ini memuat antara lainya Latar belakang, tugas pokok dan fungsi 

serta sususan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Maluku, maksud dan tujuan dan Aspek Strategis serta sistematika 

penyajian LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku 

Tahun 2021 
 

BAB II PERENCANAAN KINERJA. 

Bab ini menjelaskan muatan Rencana Strategi dan Rencana Kerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2021 
 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. 

Bab ini memuat antara lain uraian hasil pengukuran kinerja sasaran  dari 

program/kegiatan maupun analisa pencapaian kinerja Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2021 
 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2021 berdasarkan 

pada analisis pencapaian kinerja yang ada. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

A. Rencana Strategis 
 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan 

strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi 

pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi 

antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu 

menjawab tuntutan perkembangan strategi suatu instansi. Selain itu perencanaan 

strategi merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 

kurun waktu 1(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang 

dihadapi. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, 

sasaran, dan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran. 

Dalam Peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses 

yang berorintasi pada hasil ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 

dengan 5 (lima) Tahun. 

Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku secara organisatoris 

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Oleh karena itu 

Rencana Strategis yang disusun pada intinya merupakan satu kesatuan dan 

merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 1 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Daerah Tahun 2019-2024. 
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1. Tujuan san Sasaran 

a. Tujuan 

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku yang ingin 

dicapai adalah : 

1. Terselenggaranya Layanan Informasi Publik yang transparan dan 

mudah diakses 

2. Tersedianya Data  Statistik Sektoral 

3. Terselenggaranya Layanan  Pemerintahan Berbasis Elektronik yang   

Aman 

 

b. Sasaran 

Sasaran yang hendak dicapai Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan 

yang ada, yaitu : 
 

1. Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi 

Publik 

2. Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral 

3. Meningkatnya Pengelolaan Layanan Sistem Elektronik yang Aman 

 

2. Strategi 

1. Peningkatan pelayanan dalam pemanfaatan TIK. 

2. Memperkuat Pengamanan Informasi Milik Pemerintah 

3. Peningkatan penyebarluasan Informasi 

4. Peningkatan pengelolaan Informasi publik 

5. Peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat melalui TIK  

 
 

4. Kebijakan 

 

Adapun kebijakan nya adalah Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur jaringan 

TIK, keamanan, layanan informasi, pemberdayaan masyarakat dalam rangka 

keterbukaan informasi publik 
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5. Program Kegiatan Tahun  2021 
 

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku pada tahun 2021 antara lain: 

 

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 
 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain : 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar 

Realisasi Kinerja SKPD. 

 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan dari 

kegiatan ini antara lain : 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ 

Semesteran SKPD. 

 

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Sub 

Kegiatan dari kegiatan ini antara lain : 

a.  Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 

b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD 

c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. 

 

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan 

dari kegiatan ini antara lain : 

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 

b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Informasi Kepegawaian 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2021 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU 

 

 

 

  Halaman 

16 

 

  

d. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 

e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

g.   Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. 

 

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan dari 

kegiatan ini antara lain : 

a.  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

b. Penyediaan Bahan Logistik 

c. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 

d.  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

d.  Fasilitasi Kunjungan Tamu 

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 

 

6. Kegiatan Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain : 

a.  Pengadaan Kendaraan Dinas 

b. Pengadaan Mebel 

c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya 

d.  Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

 

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub 

Kegiatan dari kegiatan ini antara lain : 

a.  Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

 

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain : 
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a.  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan 

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya. 

 

II. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

 

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 

Provinsi, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain : 

a.  Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 

b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 

c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 

d.  Pelayanan Informasi Publik 

e. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 

f.  Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 

g. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah. 

 

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 

 

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah 

Provinsi, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain : 

a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

 

2. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah 

Provinsi, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain : 

a. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem 

SPBE. 
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IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi, 

Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain : 

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelohan, Analisisbdan 

Desiminasi Data Statistik Sektoral 

b. Membangun Metadata Statistik Sektoral 

c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral. 

 

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 

 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain : 

a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya 

Keamanan Informasi Pemerintah daerah Provinsi 

b. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi 

Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 

c. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 

Provinsi. 

 

2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan komunikasi Sandi antar Perangkat 

Daerah Provinsi, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain : 

a. Operasional jarring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi. 
 

B. PERJANJIAN KINERJA 
 

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 

2021 merupakan proses penetapan kegiatan Tahun 2021 dan indikator kinerjanya 

berdasarkan sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana 

Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Perjanjian Kinerja ini 

memuat antara lain komponen sasaran, program, dan kegiatan serta uraian 

indikator dan rencana tingkat capaian (target) masing-masing komponen yang 

dilaksanakan dalam Tahun 2021. 
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Secara garis besar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.1 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

No Sasaran 
 

Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya Layanan Keterbukaan 
Informasi Publik dan Komunikasi 
Publik 

Persentase Penyebarluasan 
Informasi Penyelenggaraan 
Pemerintah dan Pembangunan 

83,33 % 
 

2. Meningkatnya Kemampuan 
Pengelolaan Data Statistik Sektoral 

Persentase Data Statistik 
Sektoral yang tersedia 

37 % 
 

3. Meningkatnya Pengelolaan Layanan  
Sistem Elektronik yang Aman 

Persentase Aplikasi yang 
Memenuhi Standar Keamanan 
Informasi 

9,30 % 
 

  Persentase Pemanfaatan 
Jaringan TIK 

30 % 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A.  Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Tahun 2021 

memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan 

program kerja di Tahun 2021 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari 

sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku. 
  

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, maka digunakan skala nilai 

peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang 

terdapat dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 

 

No 
 

Katagori Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 AA >90 Sangat Memuaskan 

2 A >80 – 90 Memuaskan 

3 BB >70 – 80 Sangat Baik 

4 B >60 – 70 Baik 

5 CC >50 – 60 Cukup 

6 C >30 – 50 Kurang 

7 D 0 – 30 Sangat Kurang 
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Untuk mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk 

menilai keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan pada tahun 2021 sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.  

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunkasi dan Informatika Provinsi Maluku 

Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian 

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 

dengan realisasinya, membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian 

Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan membandingkan antara Realisasi Kinerja 

dengan Target Renstra. 

B. Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Maluku 

Tahun 2021 

 

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 

2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik dan 

Komunikasi Publik 

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan ke 1 “ Terselenggaranya Layanan 

Informasi Publik yang transparan dan mudah diakses, hasil pengukuran sasaran 

ini dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 3.2.  Sasaran 1 

Sasaran 1 
Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik dan 
Komunikasi Publik dengan indikator kinerja, target kinerja, 

sebagai berikut: 

Indokator Kinerja Target Realisasi Capaian 
(%) 

1 
Persentase Penyebarluasan Informasi 
Penyelenggaraan Pemerintah dan 
Pembangunan 

83,33 % 100 % 120  

Rata-rata Capaian Kinerja 120 
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Tabel 3.3. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan 

Tahun Lalu 
 

 

No. Indikator Kinerja Tahun 2020 Tahun 2021 

Realisasi Capaian Realisasi Capaian 

1. Persentase Penyebarluasan Informasi 
Penyelenggaraan Pemerintah dan 
Pembangunan 

- - 100 120 

 

Tabel 3.4. Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir Renstra 

 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Target 
2024 

1. Persentase Penyebarluasan Informasi 
Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan 

- 100 100 

 

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi 

pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, searah dengan hal tersebut 

hak memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap manusia. Melalui 

penyebaran informasi dimaksudkan untuk memberikan, menyampaikan 

informasi yang sehat, akurat kepada masyarakat agar dapat diketahui dengan 

jelas tentang arah dan tujuan pembangunan yang akan ditempuh serta hasil 

yang telah dicapai.  

Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di sebarluaskan 

untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan 

Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat, Ucapan Hari Raya/Hari Besar 

Keagamaan, Ucapan Hari Besar Nasional, Internasional dan ucapan Selamat 

datang kepada Pejabat Negara atau Pimpinan Parpol atau Organisasi 

Kemasyarakatan atau Keagamaan dll. 

Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatkan Layanan Keterbukaan 

Informasi Publik dan Komunikasi Publik” Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku melaksanakan berbagai kegiatan untuk menyebarkan 

informasi kepada masyarakat. Informasi di sebarkan melalui 6 jenis media 

yaitu : 
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1. Media Luar Ruang, penyebaran informasi melalui media yang ditempatkan 

di ruang terbuka (outdoor/ruang publik) dengan harapan bisa diakses oleh 

khalayak target sebanyak-banyaknya seperti spanduk (banner), papan 

nama, umbul-umbul, baliho, dsb.  

2. Media Elektronik, informasi kepada masyarakat melalui perangkat 

elektronik untuk menyebarkan berita, melalui televisi, radio, dan gawai 

dengan internet.  

3. Media Sosial/media daring atau  media online, informasi yang disebarkan 

Dinas Kominfo melalui Facebook, Instagram dan Youtube “Tifa Siwalima”  

4. Info Publik, informasi melalui website malukuprov.go.id  

5. Mobil Unit Keliling Layanan Informasi Publik bermanfaat untuk fungsi 

pelayanan informasi publik yang akurat, cepat, mudah. 

6. Media Cetak.  

 

No. Media Penyebarluasan Informasi Jumlah Layanan Informasi 

1 Media Luar Ruang 
305 baliho + 4139 
spanduk/banner 

2 Media Elektronik  (Diskominfo TV Channel):   

 a. Berita Promal News 1066 berita 

 b. Informasi Covid-19 202 berita 

 c. Live Streaming 82 Video 

 d. Profil Badan Publik 6 Video 

3 Media Sosial 668 konten 

4 Info Publik (website malukuprov.go.id) 4 Sub. Domain 

5 Mobil Unit Keliling Layanan Informasi Publik 2 Event (Covid dan Pariwisata) 

6 Media Cetak 
Kerjasama dengan 8 media 

Cetak 
 

 

Target Persentase Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah 

dan Pembangunan di Tahun 2021 sebesar 83,33 % terealisasi sebesar 100 % 
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dengan capaian 120 %, sedangkan realisasi ditahun 2020 ada 5 jenis media 

Informasi yang dilaksanakan atau sebesar 83,33 % dan untuk periode akhir 

Renstra ditargetkan 6 jenis layanan atau 100 %.  

 

Rumus : 

 

Jenis penyebarluasan informasi tahun berjalan (6)  
Jumlah jenis penyebarluasan informasi  (6) 
 

Permasalahan : 

Penyebaran informasi sudah terlaksana namun belum optimal karena 

terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki disiplin ilmu komunikasi, 

kehumasan, design grafis.  
 

Upaya Pemecahan Masalah : 

Mengajukan surat permintaan ASN yang berlatar belakang pendidikan  ilmu 

komunikasi, kehumasan dan design grafis ke Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Maluku.  

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran yang mendukung pencapaian 

target kinerja adalah : 

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Kegiatan : 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, 

Sub Kegiatan : 

 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 

 Pengelolaan Media Komunikasi Publik . 

Anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 2.179.999.880,- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 100 =  100 % 
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Sasaran 2 : Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral 

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan ke 2 “ Tersedianya data Statistik 

Sektoral, hasil pengukuran sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.5. Sasaran 2 

Sasaran 2 
Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral 

dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut: 

Indokator Kinerja Target Realisasi Capaian  
(%) 

1 
Persentase Data Statistik Sektoral yang 
tersedia 

 

37 % 
 

 

40,74 % 
 

110 

Rata-rata Capaian Kinerja 
110 

 

Tabel 3.6. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan 

Tahun Lalu 

No. Indikator Kinerja Tahun 2020 Tahun 2021 

Realisasi Capaian Realisasi Capaian 

1. Persentase Data Statistik Sektoral 
yang tersedia 

11,11 60,05 40,74 110 

 

Tabel 3.7. Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir Renstra 

 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Target 
2024 

1. Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia 11,11% 40,74 % 100 

 

Untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat 

dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan 

perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah melalui penyelenggaraan 

Satu Data Indonesia. Untuk itu Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi 

Maluku perlu disosialisasikan, agar OPD dapat memahami dan menyusun data 

statistik sektoral sesuai tugas dan wewenangnya. 
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Tahun 2021 dilaksanakan pengumpulan data statistik ke OPD dan 

mendapatkan 11 data  sektoral yaitu : 

1. Data sektoral Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpatu Satu Pintu 

Provinsi Maluku antara lain data Rencana Realisasi Proyek Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan Rencana dan Realisasi  Proyek Penanaman Modal 

Asing.  

2. Data sektoral Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku antara lain data 

Bezetting atau data Jumlah PNS menurut tingkat kepangkatan, jabatan, 

pendidikan dan jumlah PNS menurut Kab/Kota. 

3. Data sektoral Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku tentang 

data anggota tambahan, pengunjung perpustakaan dan  tambahan koleksi 

4. Data sektoral Dinas Pemberdayaan Perempuan Prov. Maluku yaitu data 

Jumlah kekerasan pada perempuan  dan anak dan data kasus kekerasaan 

pada perempuan dan anak 

5. Data sektoral Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku yaitu, 

data industri kerajinan, industri sandang, industri logam elektronik, industri 

kimia bahan bangunan, industri pangan, industri kecil maluku menurut 

Kab/Kota. 

6. Data sektoral Biro Pemerintahan yaitu data nama ibukota kecamatan dan 

banyaknya desa/kelurahan dan tinggi wilayah Kab/Kota Prov. Maluku 

7. Data sektoral Sekwan DPRD Provinsi Maluku yaitu data jumlah anggota 

DPRD Prov. Maluku menurut hasil pemilu, Jumlah anggota DPRD Prov. 

Maluku dan Kab/Kota 

8. Data sektoral Dinas Nakertrans Provinsi Maluku yaitu Data Pencari Kerja 

Terdaftar, Banyaknya Pencari Kerja yang telah ditempatkan Menurut 

Lapangan Kerja Usaha dan Jenis Kelamin, Banyaknya Pencari Kerja Yang 

dihapus Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Banyaknya Pencari 

Kerja yang Terdaftar dirinci menurut Kab/Kota, Realisasi Kegiatan Proyek 

Perluasan Lapangan Kerja dan Pengurangan Pengangguran, Pelaksanaan 

Kegiatan Pendidikan Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kursus, Perusahaan 

Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan Upah MInimum Provinsi (UMP). 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2021 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU 

 

 

 

  Halaman 

27 

 

  

9. Data sektoral Dinas Sosial provinsi Maluku yaitu data jumlah wanita tuna 

susila, penyandang cacat dan gelandangan dan pengemis. 

10. Data sektoral Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yaitu data tentang 

industri pangan, industri sandang, industry kimia bahan bangunan, industri 

logam elektronik, industri kecil menurut kab/kota dan konsumsi daging telur 

susu dan ikan. 

11. Data sektoral Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku yaitu Data 

Perkembangan Koperasi di Provinsi Maluku, dan Perkembangan Koperasi 

Menurut Kab/Kota Prov Maluku. 

 

Sehingga perolehan data yang didapat pada tahun 2021 adalah 11 data 

sektoral dari OPD Provinsi Maluku.  

Dengan demikian Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia pada tahun 

2021 terealisasi sebesar  40,74 % atau 11 data dari yang di targetkan di tahun 

2021 yaitu 37  % atau 10 data.  Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 

Persentase Data Statistik yang Tersedia mengalami kenaikan sekitar 29,63 % 

semakin baik, diharapkan pada masa akhir Periode Renstra nanti di tahun 2024 

Dinas kominfo dapat mencapai target yaitu 27 data OPD atau 100%.  

Realisasi Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia ini diperoleh dari 

rumus : 

Jumlah data statistik yang masuk  (11) 

Jumlah seluruh data statistik    (27) 

 

Permasalahan : 

Realisasi dalam indikator ini melebihi target namun masih ada kendala dalam 

pelaksanaan urusan statistik sektoral yaitu : 

1. Penyediaan Data Statistik Sektoral belum maksimal karena OPD sebagai 

Produsen Data belum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Gubernur Maluku No. 80 Tahun 2020 tentang 

Sistem Satu Data Provinsi Maluku dan Forum Satu Data Provinsi Maluku 

x 100  =  40,74 % 
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masih dalam pembenahan dan diharapkan akan berfungsi pada Tahun 

2022. 

2. Tugas Pengelolaan Statistik pada Dinas Kominfo Provinsi Maluku masih 

dikelola pada eselon IV sehingga perlu penyesuaian Nomenklatur. 

3. Terbatasnya SDM dalam Pengelolaan Data Statistik. 

 

Upaya Pemecahan Masalah : 

1. Melakukan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020. 

2. Usulan perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo. 

3. Usulan Penambahan SDM  khususnya yang berdisplin Ilmu Statistik. 

 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran yang mendukung pencapaian 

target kinerja adalah : 

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan Kegiatan 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi, Sub 

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis 

dan Desiminasi Daat Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 

159.999.063,-  

 

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Layanan  Sistem Elektronik yang Aman 

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan ke 3 “ Terselenggaranya Layanan 

Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Aman, hasil pengukuran sasaran ini dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.8. Sasaran 3 

Sasaran 3 
Meningkatnya Pengelolaan Layanan  Sistem Elektronik yang 

Aman dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut: 

Indokator Kinerja Target Realisasi Capaian  
(%) 

1 
Persentase  aplikasi yang memenuhi 
standar keamanan informasi 

9,30% 3,49 % 37,53 

2 Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK 
 

30 % 
 

40,8 % 
 

136 

 

Tabel 3.9. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan 

Tahun Lalu 

No. Indikator Kinerja Tahun 2020 Tahun 2021 

Realisasi Capaian Realisasi Capaian 

1. Persentase  aplikasi yang memenuhi 
standar keamanan informasi 

 
- 

 
- 3,49 % 37,53 % 

2. Persentase Pemanfaatan Jaringan 
TIK 32 % 62,5 % 

 

40,8 % 
 

136 % 

 

Tabel 3.10. Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir Renstra 

 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Target 
2024 

1. Persentase  aplikasi yang memenuhi standar 
keamanan informasi 

 

- 3,49 % 
 

23,25 % 

2. Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK 32 % 
 

40,8 % 
 

100 % 

 

 

1. Persentase Aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam meningkatkan 

pengamanan informasi bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi 

Negara) untuk melakukan ITSA  (IT Security Assesment).  Standar keamanan 

yang digunakan adalah Standar yang dimiliki organisasi nirlaba internasional 

“OWASP (Open Web Application Security Project)” yaitu ASVS atau Aplikasi 

Security Verification Standart adalah daftar persyaratan untuk memberitahu 
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apakah sebuah aplikasi itu aman untuk digunakan oleh organisasi,vendor dan 

costumer. 

Sampai dengan tahun 2021 ITSA sudah dilakukan terhadap 3 aplikasi yang 

dimiliki OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan sesuai hasil pengujian 

atau penetrasian testing pada 3 aplikasi tersebut ternyata memiliki celah 

keamanan yang beragam mulai dari resiko high sampai low namun ke 3 aplikasi 

tersebut memenuhi standart keamanan informasi, yaitu : 

Berdasarkan uraian diatas Realisasi Indikator Persentase Aplikasi yang 

Memenuhi Standar Keamanan Informasi sudah memenuhi target di tahun 2021 

yaitu 3 aplikasi, yaitu : 

1. E- Simpeg 

2. E-Samsat 

3. e-Office Dinkes 
 

Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Keamanan Informasi pada tahun 

2021 terealisasi sebesar  3,49 % atau 3 Aplikasi dari 86 aplikasi yang ada pada 

OPD (data ini diperoleh saat pengambilan data aplikasi yang ada OPD  tahun 

2018),  dan diakhir periode Renstra ditargetkan 23,25 % atau 16 Aplikasi yang 

sudah teramankan. 

 

Realisasi Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Keamanan Informasi ini 

diperoleh dari rumus : 

 

Jumlah aplikasi yg memenuhi standar keamanan informasi (3) 

Jumlah aplikasi yang ada pada OPD  (86)   

 

 

 

 

 

 

 

x 100 = 3,49 % 
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Aplikasi yang terdapat di OPD 

 

No. Nama Aplikasi No. Nama Aplikasi No. Nama Aplikasi 
 

1  Aplikasi Samsat  √ 30  E-SITT 59  SIPETARUNG  

2  SPSE V. 4.3 31  E-SIHA 60  SIBIJAK  

3  Buss Cepat 32  E-WARS 61  Online Single Submission 
(OSS) 

 

4  WRS -DVB multicast / 
InaTEWS-BMKG 

33  PBE 62  SPIPISE  

5  drm.dctechnic.com 34  RS. Online 63  SIMKADA  

6  mh.ews.bnpb.go.id 35  SIRANAP 64  Sistem Informasi Temuan dan 
Tindak Lanjut (SI TETI) 

 

7  inarisk.bnpb.go.id 36  ASPAK 65  QALIS  

8  DAPODIKDASMEN 37  SIMABARA 66  I.MALUKU  

9  Smart Kemenvev 38  E-Renstra 67  SIAK  

10  E-monev Bappenas 39  SIRS (Sistem Informasi RS) 68  SIPUTRI  

11  Aplikasi RKAKL - DIPA 40  SISRUTE 69  SITUAN  

12  E-proposal 41  KOMDAT (Komunikasi Data) 70  SIPEJANTAN  

13  Srisna Selangi 42  KOMDAT KESGA 71  E-Perda  

14  Sirup 43  E-Logistik 72  JDIH  

15  SIPPD 44  SIMADA 73  E-Klaim  

16  KRISNA DAK SELARAS 45  SIM - PKH 74  Sistem Antrian Loket  

17  SPM 46  E-PKH 75  Symponi  

18  E-monev  47  ZIMBRA 76  DJP Online  

19  SIMPONI 48  Sistem Informasi Online 
perlindungan  Perempuan 
dan Anak (SIMFONI PPA) 

77  SIPP (Sistem Informasi 
Pelayanan Publik)  

20  e-Office Dinkes  √ 49  SIPPD 78  SINOVIK (Sistem Informasi 
Inovasi Pelayanan Publik) 

 

21  E-Renggar 50  Aplikasi RS Online 79  E-SAKIP   

22  E-Sakip 51  Aplikasi SIRANAP 80  SP4N-Lapor  

23  Siskohatkes 52  e-Renstra 81  ABSENSI BKD  

24  SAIBA 53  Aplikasi ASPAK 82  SIMPEG BKD  √  

25  SIPD 54  Aplikasi SIMBARA 83  SIMDA KEUANGAN  

26  SAI (Sistem Akuntansi 
Instansi) 

55  Aplikasi SISRUTE 84  SIMDA BARANG  

27  SAS (Sistem Aplikasi Satker) 56  Aplikasi PBE 85  SIMAYA  

28  SIMAK BMN 57  SIMPEGAS  86  E-PLANNING BAPPEDA  

29  E-Sismai (Elektronik Sistem 
Malaria) 

58  SIMPEL      
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Permasalahan : 

1. Pemerintah Daerah harus memiliki server dan hosting sendiri untuk 

pengamanan dan pengelolaan data-data yang sensitif dan bersifat rahasia 

milik Pemerintah Daerah. 

2. Aplikasi yang dimiliki oleh OPD harus diamankan dan ditempatkan pada 

server dan hosting milik Pemerintah Daerah, serta wajib dilakukan pengujian 

dan review terhadap aplikasi tersebut secara periodik. 

3. Data yang diperlukan dalam Pengujian atau Penetrasian Testing ITSA tidak 

maksimal untuk itu perlu kerjasama dengan OPD pemilik aplikasi terhadap 

pelaksanaan ITSA agar TIM Pengujian tidak kesulitan mendapatkan data 

yang diperlukan. 
 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran yang mendukung pencapaian 

target kinerja  adalah : 

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan 

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan 

Informasi Pemerintah Daerah Maluku dengan anggaran sebesar RP. 

220.191.162,- 
 

2. Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK 

Pemanfaatan Jaringan TIK merupakan pemanfaatan layanan akses internet 

yang terdapat pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan 

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, bertujuan untuk : 

1.  Menyediakan akses internet pada Kantor Gubernur dan Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Maluku, untuk memudahan ASN dalam 

mengakses internet demi mendukung kinerja.  

2. Untuk kelancaran layanan Website Pemerintah Provinsi Maluku kepada 

masyarakat. 
 

Tahun 2021 Dinas Kominfo Prov. Maluku menyewa Astinet dengan besaran 

Bandwith sebesar 102 Mbps yang terbagi di 2 Lokasi yaitu : 
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a. Kantor Gubernur Maluku yang terdiri dari 12 OPD dan 8 titik penggguna 

lainnya dengan besaran total bandwith sebanyak 40 Mbps 

b. Dinas Kominfo Prov. Maluku 12 titik penggguna dengan besaran bandwith 

sebanyak 40 Mbps. 

c. Layanan Privat untuk kegiatan administrasi pimpinan di ruang rapat lantai 2 

Kantor Gubernur dengan besaran bandwith sebanyak 22 Mbps. 
 

 

Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK yang dilaksanakan Dinas Kominfo tahun 

2021 terealisasi sebesar 40,8 % atau 102 Mbps melebihi yang ditargetkan 

tahun 2021 yaitu 30 % atau 75 Mbps, dibandingkan Tahun 2020 Persentase 

Pemanfaatan Jaringan TIK sebesar 32 % mengalami kenaikan sekitar  8,8 % 

dan diakhir periode Renstra di targetkan sebesar 100 % atau 250 Mbps. 

Realisasi Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK ini diperoleh dengan rumus : 
 

Jumlah besaran bandwith yang dipakai  (102)         
Jumlah besaran bandwit yang ditargetkan (250)    

 

 

Permasalahan : 

1. Penyediaan akses internet di OPD yang berada pada Kantor Gubernur 

Maluku dengan kekuatan 40 Mbps belum mencukupi kebutuhan karena 

banyaknya pengguna layanan tersebut. 

2. Penyediaan layanan akses internet di OPD Lingkup Pemerintah Provinsi 

Maluku masih terbatas di Kantor Gubernur dan Dinas Kominfo Provinsi 

Maluku karena keterbatasan anggaran. 

 

Upaya Pemecahan Masalah : 

1. Melakukan maintenance/perbaikan jaringan akses internet.  

2. Akan melaksanakan Penyelengggarakan Sistem Jaringan Intra Pemerintah 

Daerah Provinsi di Tahun 2022. 
 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran yang mendukung pencapaian 

target kinerja adalah : 

 Program Pengelolaan  Aplikasi  Informatika, dengan Kegiatan Pengelolaan 

x 100  =  40,8 %  
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Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub 

Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Anggaran untuk 

indikator ini sebesar Rp. 1.415.100.000. 

C. Realisasi Anggaran  

 
Berikut adalah capaian keuangan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan 

pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku 

pada Tahun 2021 : 

Tabel 3.11. 
Realisasi Anggaran Tahun 2021 

 
 

No Uraian 
Anggaran 

Murni 

Anggaran 

Perubahan 
Realisasi 

 

Sisa % 

A. Belanja Daerah 21.457.323.996 23.700.266.632 
 

21.709.551.271 
 

1.990.675.361 
 

91,60 

I. Belanja Tidak Langsung 
6.587.004.180 5.332.538.386 4.567.178.510 765.359.876 85,65 

2. Belanja Langsung 14.870.319.816 18.367.688.246 17.142.372.761 1.225.315.485 93,33 

1. Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Provinsi 

 
 

10.653.653.495 10.966.162.091 9.824.577.338 1.141.587.753 89,59 

 1. Perencanaan, 
Pengganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 

530.382.983 

 

470.383.983 

 

423.046.563 

 

47.337.420 

 

89,94 

 1.1  Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

501.898.235 441.899.235 394.561.875 47.337.360 89,29 

 1.2 Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

5.494.060 5.494.060 5.454.060 0 100 

 1.3  Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

4.995.730 4.995.730 4.995.730 0 100 
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No Uraian 
Anggaran 

Murni 

Anggaran 

Perubahan 
Realisasi 

 

Sisa % 

 1.4 Koordinasi dan  
Penyusunan DPA-SKPD 

6.998.279 6.998.279 6.998.279 0 100 

 1.5  Koordinasi dan 
Penyusunan Perubahan 
DPA-SKPD 

4.998.039 4.998.039 4.998.039 0 100 

 1.6  Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtiar 
Realisasi Kinerja SKPD 

 

5.998.640 

 

5.998.640 

 

5.998.580 

 

60 

 

100 

 2.    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

6.598.002.658 5.343.536.864 4.578.176.988 
 

765.359.876 
 

85,68 

 2.1  Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

6.587.004.180 5.332.538.386 4.567.178.510 
 

765.359.876 
 

85.65 

 2.2  Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

5.998.702 5.998.702 5.998.702 
 

0 
 

100 

 2.3  Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulan/ Semesteran 
SKPD 

4.999.776 4.999.776 4.999.776 
 

0 
 

100 

 3.    Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 

19.998.330 19.998.330 19.787.330 
 

211.000 
 

98,94 

 3.1  Penyusunan Perencanaan 
Kebutuhan Barang Milik 
Daerah 

4.999.615 4.999.615 4.999.615 0 100 

 3.2  Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah SKPD 

4.999.795 4.999.765 4.999.765 0 100 

 3.3  Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

9.998.920 9.998.920 9.787.920 211.000 97,89 

 4.    Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

434.299.299 377.544.299 311.384.199 66.160.100 82,48 

 4.1  Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Disiplin Pegawai 

38.500.000 38.500.000 38.500.000 0 100 
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No Uraian 
Anggaran 

Murni 

Anggaran 

Perubahan 
Realisasi 

 

Sisa % 

 4.2  Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

7.999.283 7.999.283 7.099.283 900.000 88,75 

 4.3  Koordinasi dan 
Pelaksanaan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

4.993.801 4.993.801 4.993.801 0 100 

 4.4  Monitoring, Evaluasi dan  
Penilaian Kinerja Pegawai 

4.992.276 4.992.276 4.992.276 0 100 

 4.5  Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

239.253.000 182.498.000 161.803.100 20.694.900 88,66 

 4.6  Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

 
63.582.739 

 
63.582.739 

 
51.234.739 

 
12.348.000 

 
80,58 

 4.7  Bimtek Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

 
74.978.200 

 
74.978.200 

 
42.761.000 

 
32.217.200 

 
57,03 

 5. Administrasi Umum  
Perangkat Daerah 

 
521.060.665 

 
2.002.559.815 

 
1.822.792.937 

 
179.766.878 

 
91,02 

 5.1  Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/ 
Penerangan Bangunan 
Kantor 

 
45.875.830 

 
45.875.830 

 
45.873.000 

 
2.830 

 
99,99 

 5.2  Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

 
154.430.670 

 
154.430.670 

 
153.871.905 

 
558.765 

 
99,64 

 5.3  Penyediaan Bahan Cetakan 
dan Penggandaan 

 
26.869.865 

 
26.869.865 

 
23.717.060 

 
3.152.805 

 
88,27 

 5.4  Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan 

 
7.995.000 

 
1.489.494.150 

 
1.327.068.334 

 
162.425.816 

 
89,10 

 5.5  Fasilitasi Kunjungan Tamu 
 

20.991.300 20.991.300 
 

20.980.500 10.800 99,95 

 5.6  Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

 
264.898.000 264.898.000 

 
251.282.138 13.615.862 94,86 

 6. Pengadan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

433.631.410 433.631.410 416.125.160 17.506.250 95,96 
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No Uraian 
Anggaran 

Murni 

Anggaran 

Perubahan 
Realisasi 

 

Sisa % 

 6.1  Pengadaan Kendaraan 
Dinas 

148.038.000 148.038.000 134.580.000 13.458.000 90,91 

 6.2  Pengadan Mebel 23.941.500 23.941.500 23.941.500 0 100 

 6.3  Pengadan Aset Tetap 
Lainnya 

24.933.660 24.933.660 24.933.660 0 100 

 6.4  Pengadan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

166.768.250 166.768.250 162.880.000 3.888.250 97,67 

 6.5  Pengadan Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

69.950.000 69.950.000 69.790.000 160.000 99,77 

 7. Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

1.352.514.550 1.379.746.790 1.341.264.346 38.482.444 97,21 

 7.1  Penyediaan Jasa Surat  
Menyurat 

2.498.100 2.498.100 2.490.000 8.100 99,68 

 7.2  Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

165.000.000 165.000.000 162.836.446 2.163.554 98,69 

 7.3  Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

1.185.016.450 1.212.248.690 1.175.937.900 36.310.790 97.00 

 8.    Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah  

 
 

763.763.600 938.763.600 911.999.815 26.763.785 97,15 

 8.1   Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas operasional atau 
Lapangan 

 
 

399.793.600 

 
 

399.793.600 

 
 

377.671.011 

 
 

22.122.589 

 
 

94,47 

 8.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

 
324.370.000 

 
324.370.000 

 
322.223.581 

 
2.146.419 

 
99,34 
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No Uraian 
Anggaran 

Murni 

Anggaran 

Perubahan 
Realisasi 

 

Sisa % 

 8.3  Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarna 
Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

 
39.600.000 

 
214.600.000 

 
212.105.223 

 
2.494.777 

 
98,84 

2. Program Pengelolaan 
Informasi Dan Komunikasi 
Publik 

 
 

3.714.498.237 4.719.206.587  4.446.085.942 273.120.645 94,21 

 1.   Pengelolaan Informasi 
dan Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 
Provinsi 

 
3.714.498.237 

 
4.719.206.587 

 
4.446.085.942 

 
273.120.645 

 
94,21 

 1.1  Monitoring Opini dan 
Aspirasi Publik 

 
54.999.932 

 
46.111.932 

 
35.039.207 

 
11.072.725 

 
75,99 

 1.2  Pengelolaan Konten dan 
Perencanaan Media 
Komunikasi Publik 

 
2.274.899.614 

 
2.247.522.814 

 
2.089.98.644 

 
157.724.170 

 
92,98 

 1.3  Pengelolaan Media 
Komunikasi Publik 

 
179.999.880 

 
164.027.880 

 
98.327.880 

 
65.700.000 

 
59,95 

 1.4  Pelayanan Informasi Publik 
 

39.999.974 
 

31.111.974 
 

31.111.974 
 

0 
 

100 

 1.5  Kemitraan dengan 
Pemangku Kepentingan 

 
811.999.464 

 
1.753.111.464 

 
1.751.814.464 

 
1.297.000 

 
99,93 

 1.6  Penguatan Kapasitas 
Sumber Daya Komunikasi 
Publik 

 
52.599.891 

 
45.933.891 

 
24.007.191 

 
21.926.700 

 
52,26 

 1.7  Penguatan Tata Kelola 
Komisi Informasi di daerah 

 
299.999.482 

 
431.386.632 

 
415.986.582 

 
15.400.000 

 
96,43 

3. Program Pengelolaan 
Aplikasi Informatika 

 
6.362.398.310 7.352.566.310  6.874.371.637 478.194.673 93,50 

 1.   Pengelolaan Nama 
Domain yang telah 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dan 
Sub Domain di Lingkup 
Pemerintah Daerah 
Provinsi 

 
 

5.999.998.336 

 
 

6.603.498.336 

 
 

6.333.824.263 

 
 

269.674.073 

 
 

95,92 
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Anggaran 

Murni 

Anggaran 

Perubahan 
Realisasi 

 

Sisa % 

 1.1  Penyelenggaraan Sistem 
Jaringan Intra Pemerintah 
Daerah 

 
5.999.998.336 

 
6.603498.336 

 
6.333.824.263 

 
269.674.073 

 
95,92 

 2.    Pengelolaan e-
Government di Lingkup 
Pemerintah Daerah 
Provinsi 

 
362.399.974 

 
749.067.974 

 
540.547.374 

 
208.520.600 

 
72,16 

 2.1   Penyelenggaraan Sistem 
Komunikasi Intra 
Pemerintah Daerah 

 
312.399.974 

 
712.399.974 

 
507.832.974 

 
204.567.000 

 
71,28 

 2.2  Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan Pengembangan 
Ekosistem SPBE 

 
50.000.000 

 
36.668.000 

 
32.714.400 

 
3.953.600 

 
89,22 

4. Program Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

 
319.999.063 281.532.263  236.525.592 45.006.671 84,01 

 1.    Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral di 
Lingkup Daerah Provinsi 

 
 

319.999.063 

 
 

281.532.263 236.525.592 45.006.671 84,01 

 1.1  Koordinasi dan 
Sinkronisasi pengumpulan, 
Pengolahan, Analisis dan 
Desiminasi Data Statistik 
Sektoral 

 
 

159.999.722 

 
 

159.999.722 

 
 

157.281.192 

 
 

2.718.530 

 
 

98,30 

 

 

1.2  Membangun Metadata 
Statistik Sektoral 

 
49.999.685 

 
38.864.885 

 
35.795.350 

 
3.069.535 

 
92,10 

 1.3  Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan Statistik 
Sektoral 

 
109.999.656 

 
82.667.656 

 
43.449.050 

 
39.218.606 

 
52,56 

5. Program Penyelenggaraan 
Persandian Untuk 
Pengamanan Informasi 

 
 

406.774.891 380.756.381  327.990.762 

 
 

52.765.619 

 
86,14 

 1.    Penyelenggaraan 
Persandian Untuk 
Pengamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 
Provinsi 

 
328.377.672 

 
302.359.162 

 
257.262.262 

 
45.096.900 

 
85,08 
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Perubahan 
Realisasi 
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 1.1  Pelaksanaan Analisis 
Kebutuhan dan 
Pengelolaan Sumber Daya 
keamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 
Provinsi 

 
 

23.796.510 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 1.2  Pelaksanaan Keamanan 
Informasi Pemerintah 
Daerah Provinsi Berbasis 
Elektronik dan Non 
Elektronik 

 
 

84.390.000 

 
 

82.168.000 

 
 

67.804.700 

 
 

14.363.300 

 
 

82.52 

 1.3  Penyediaan Layanan 
Keamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 
Provinsi 

 
220.191.162 

 
220.191.162 

 
189.457.562 

 
30.733.600 

 
86,04 

 2.    Penetapan Pola 
Hubungan Komunikasi 
Sandi Antar Perangkat 
Daerah Provinsi 

 
78.397.231 

 
78.397.219 

 
70.728.500 

 
7.668.719 

 
90,22 

 2.1  Operasionalisasi Jaring 
Komunikasi Sandi 
Pemerintah Daerah 
Provinsi 

 
78.397.219 

 
78.397.219 

 
70.728.500 

 
7.668.719 

 
90,22 
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BAB IV 
 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang 

menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan berbasis kinerja pada 

suatu organisasi serta menggambarkan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik. 

Setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran  dan pelaporan atas kinerja 

institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Organisasi 

pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan 

mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi 

ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja 

pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

LKIP bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mempunyai 

makna strategis, sebagai bagian dari perwujudan perlaksanaan tugas dan fungsi di 

bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Secara umum, dapat 

dilihat bahwa persentase tingkat Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku Tahun 2021 adalah sebesar 111,5 % atau dengan 

katagori capaian Sangat Memuaskan. Begitu juga dengan perencanaan dan 

pelaksanaan anggaran yang efektif dan effisien tercermin dari hasil Pengukuran 

Kinerja Belanja Daerah yang pada tahun 2021 anggaran terserap 91,60 %.  

 

B. Permasalahan dan Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja 

 

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku adalah  : 

 

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki disiplin ilmu komunikasi, 

kehumasan, design grafis dan statistik. 
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2. Penyediaan Data Statistik Sektoral belum maksimal karena OPD sebagai 

Produsen Data belum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Gubernur Maluku No. 80 Tahun 2020 tentang 

Sistem Satu Data Provinsi Maluku dan Forum Satu Data Provinsi Maluku 

masih dalam pembenahan dan diharapkan akan berfungsi pada Tahun 2022. 

3. Tugas Pengelolaan Statistik pada Dinas Kominfo Provinsi Maluku masih 

dikelola pada eselon IV sehingga perlu penyesuaian Nomenklatur 

4. Penyediaan akses internet di OPD yang berada pada Kantor Gubernur Maluku 

dengan kekuatan 40 Mbps belum mencukupi kebutuhan karena banyaknya 

pengguna layanan tersebut. 

5. Penyediaan layanan akses internet di OPD Lingkup Pemerintah Provinsi 

Maluku masih terbatas di Kantor Gubernur dan Dinas Kominfo Provinsi 

Maluku. 

 

C. Rekomendasi 

 

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke 

depan, antara lain : 

 

1. Mengajukan surat permintaan ASN sesuai kebutuhan ke Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Maluku.  

2. Melakukan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang 

Sistem Satu Data Provinsi Maluku dan Forum Satu Data Provinsi Maluku. 

3. Usulan perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo khusus bidang statistik. 

4. Melakukan maintenance/perbaikan jaringan akses internet 

5. Akan melaksanakan Penyelengggarakan Sistem Jaringan Intra Pemerintah 

Daerah Provinsi di Tahun 2022. 

 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi 

secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang  
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akuntabel bagi Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Maluku pada periode 

berikut. 
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